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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara akuntabilitas anggaran publik dan partisipasi masyarakat
dalam pengambilan kebijakan keuangan di era digital. Transformasi digital telah membuka peluang besar bagi peningkatan
transparansi dan keterlibatan publik, terutama melalui penerapan platform e-budgeting dan portal data terbuka di
pemerintah daerah. Namun demikian, tantangan seperti kesenjangan digital, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta
resistensi birokrasi terhadap inovasi masih menjadi hambatan utama. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui
studi kasus multi-situs pada beberapa pemerintah daerah di Indonesia, penelitian ini menggali bagaimana implementasi
teknologi digital memengaruhi kualitas akuntabilitas dan efektivitas partisipasi publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa
penggunaan teknologi informasi secara signifikan meningkatkan akses masyarakat terhadap data anggaran dan memperkuat
mekanisme pengawasan publik. Namun, efektivitas partisipasi masih sangat bergantung pada desain platform yang inklusif,
kemudahan akses, serta responsivitas pemerintah dalam menindaklanjuti masukan warga. Selain itu, kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah dan komitmen politik dari para pemangku kebijakan terbukti menjadi faktor penentu
keberhasilan penerapan akuntabilitas digital. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan inklusi digital,
peningkatan kapasitas literasi keuangan, dan penguatan sistem pengendalian internal. Secara praktis, hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi digital governance yang lebih
transparan, partisipatif, dan akuntabel guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan publik di masa mendatang.

Kata kunci: Akuntabilitas Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Kebijakan Keuangan, Era Digital, Administrasi Publik.
1. Latar Belakang

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik merupakan pilar fundamental dalam tata
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Di tengah dinamika administrasi pemerintahan modern,
tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara semakin
meningkat (World Bank, 2000). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, di mana warga negara
memiliki hak untuk mengetahui bagaimana sumber daya publik dialokasikan dan dikelola oleh pemerintah
(Dwiyanto, 2010). Akuntabilitas anggaran, dalam konteks ini, tidak hanya berarti penyampaian laporan
keuangan semata, tetapi juga kemampuan pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan
keputusan-keputusan fiskal kepada publik secara komprehensif (Schick, 1998). Perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi, khususnya dengan hadirnya era digital, telah membawa perubahan signifikan dalam
cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola keuangannya (Tapscott & Williams, 2006).
Munculnya berbagai platform digital seperti e-budgeting, portal data terbuka, dan media sosial telah membuka
peluang baru bagi peningkatan transparansi dan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
kebijakan keuangan.

Digitalisasi berpotensi memangkas birokrasi, mempercepat akses informasi, dan memungkinkan umpan balik
yang lebih cepat dari publik (United Nations, 2016). Namun, potensi ini tidak selalu terealisasi sepenuhnya,
mengingat adanya tantangan seperti kesenjangan digital, literasi keuangan masyarakat yang bervariasi, serta
resistensi internal birokrasi terhadap perubahan (Heeks, 2017). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan
kebijakan keuangan publik merupakan elemen krusial untuk memastikan bahwa anggaran disusun berdasarkan
kebutuhan riil dan aspirasi warga (Arnstein, 1969; Fung, 2006). Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan
legitimasi kebijakan, tetapi juga dapat berkontribusi pada efisiensi alokasi sumber daya dan pencegahan
penyimpangan (Putnam, 1993). Di era digital, bentuk partisipasi ini dapat bermanifestasi melalui forum daring,
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survei elektronik, hingga interaksi di media sosial. Namun, keberhasilan partisipasi digital sangat bergantung
pada bagaimana pemerintah merancang platform tersebut agar inklusif, mudah diakses, dan yang terpenting,
bagaimana masukan publik diintegrasikan secara bermakna ke dalam proses kebijakan (Kim & Lee, 2017).

Meskipun potensi sinergi antara akuntabilitas anggaran dan partisipasi masyarakat di era digital sangat besar,
penelitian yang secara komprehensif mengkaji implementasi dan tantangan praktisnya masih perlu diperdalam,
khususnya dalam konteks administrasi pemerintahan di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh
pemerintah daerah untuk mengadopsi teknologi dalam pengelolaan anggaran, namun efektivitasnya dalam
mendorong akuntabilitas substantif dan partisipasi yang bermakna masih menjadi pertanyaan. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara akuntabilitas anggaran publik dan
partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan keuangan di era digital, dengan fokus pada studi kasus di
beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis
dan praktis bagi pengembangan tata kelola keuangan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

2. Metode Penelitian

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali
fenomena sosial yang kompleks, seperti akuntabilitas anggaran dan partisipasi masyarakat, yang melibatkan
persepsi, pengalaman, dan interpretasi individu (Creswell, 2014). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk
memahami konteks mendalam, dinamika interaksi, serta alasan di balik suatu perilaku atau kebijakan, yang sulit
diukur secara numerik. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman holistik tentang
bagaimana implementasi platform  digital memengaruhi akuntabilitas dan partisipasi, serta tantangan dan
peluang yang muncul.

2.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus multi-situs (multiple case study). Desain ini dipilih untuk
memungkinkan perbandingan dan kontras antar-kasus yang berbeda, sehingga dapat mengidentifikasi pola
umum atau perbedaan signifikan dalam praktik akuntabilitas anggaran dan partisipasi masyarakat di era digital
(Yin, 2018). Setiap situs akan dianggap sebagai unit analisis tunggal yang kemudian dibandingkan dengan situs
lainnya.

a. Unit Analisis: Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah (provinsi/kota/kabupaten) yang
telah mengimplementasikan platform digital (misalnya, e- budgeting, portal data terbuka anggaran, atau
forum partisipasi online) sebagai upaya peningkatan akuntabilitas anggaran dan partisipasi masyarakat.

b. Situs Penelitian (Kasus): [Contoh: Pemerintah Kota X, Pemerintah Kabupaten Y, dan Pemerintah Provinsi
Z]. Pemilihan situs akan didasarkan pada Kriteria tertentu, seperti tingkat inovasi digital dalam pengelolaan
anggaran, keberadaan mekanisme partisipasi digital, serta ketersediaan data dan akses ke informan kunci.

c. Populasi dan Pemilihan Informan
Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, konsep populasi dan sampel
lebih relevan dengan pemilihan informan kunci (key informants) yang representatif.

d. Informan Kunci: Informan kunci akan dipilih secara purposive sampling (Patton, 2002) berdasarkan
pengetahuan mendalam mereka tentang isu yang diteliti. Mereka meliputi:

e Pejabat atau staf di unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran (misalnya, Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).

e Pejabat atau staf di unit kerja yang mengelola teknologi informasi dan komunikasi (misalnya, Dinas
Komunikasi dan Informatika).

e Perwakilan organisasi masyarakat sipil (CSO) atau akademisi yang aktif memantau dan terlibat dalam
isu anggaran dan tata kelola di daerah tersebut.

e Masyarakat umum yang pernah berpartisipasi atau mencoba mengakses informasi anggaran melalui
platform digital yang disediakan pemerintah daerah.

Jumlah informan akan ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, yaitu ketika tidak ada informasi
baru yang signifikan lagi yang diperoleh dari wawancara tambahan (Guest et al., 2006).
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2.3 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui beberapa metode untuk memastikan triangulasi data dan
meningkatkan validitas temuan (Denzin & Lincoln, 2005).

2.3.1 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan informan kunci untuk memperoleh pemahaman komprehensif
tentang persepsi, pengalaman, tantangan, dan harapan terkait akuntabilitas anggaran dan partisipasi masyarakat
di era digital. Wawancara akan bersifat semi-terstruktur, menggunakan panduan wawancara namun tetap
fleksibel untuk mengeksplorasi isu-isu yang muncul.

2.3.2 Observasi Partisipatif/Non- Partisipatif
Observasi akan dilakukan untuk mengamati langsung implementasi dan penggunaan platform digital oleh
pemerintah dan masyarakat. Ini bisa berupa observasi non-partisipatif terhadap fungsi dan user interface
platform e-budgeting atau portal data, serta observasi partisipatif jika memungkinkan untuk terlibat dalam forum
diskusi online yang diselenggarakan pemerintah.

2.3.3 Analisis Dokumen
Analisis dokumen akan dilakukan terhadap berbagai dokumen relevan, meliputi:

+ Peraturan daerah dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan dan partisipasi masyarakat.
+ Laporan keuangan pemerintah daerah (APBD, Laporan Realisasi Anggaran).

» Materi sosialisasi atau panduan penggunaan platform digital pemerintah.

+ Arsip diskusi atau komentar dari forum partisipasi online.

» Berita atau laporan media massa terkait isu anggaran dan partisipasi.

2.4 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen akan dianalisis secara induktif
menggunakan pendekatan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006). Langkah-langkah analisis data meliputi:

1. Transkripsi Data: Data hasil wawancara akan ditranskripsi ke dalam bentuk teks.

2. Koding: Data yang telah ditranskripsi dan dokumen akan diidentifikasi dan diberi kode (coding)
berdasarkan tema-tema yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

3. Kategorisasi: Kode-kode yang serupa akan dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih besar.

4. Identifikasi Tema: Dari kategori- kategori tersebut, tema-tema utama yang muncul akan diidentifikasi.

5. Interpretasi dan Sintesis: Tema- tema yang ditemukan akan diinterpretasikan dan disintesis untuk
membangun narasi yang koheren, menjelaskan fenomena yang diteliti, dan menjawab pertanyaan
penelitian. Perbandingan antar-kasus juga akan dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan,
dan generalisasi analitis.

2.5 Validitas dan Reliabilitas (Trustworthiness)

Untuk memastikan trustworthiness (kualitas) penelitian kualitatif, beberapa kriteria akan diterapkan (Lincoln &
Guba, 1985):

e Kredibilitas (Credibility): Dicapai melalui triangulasi sumber data (wawancara, observasi, dokumen) dan
member checking (memverifikasi interpretasi peneliti dengan informan).

e Transferabilitas (Transferability): Dicapai dengan menyediakan deskripsi kontekstual yang kaya dan detail
tentang situs penelitian dan temuan, sehingga pembaca dapat menilai relevansinya dengan konteks lain.

e Dependabilitas (Dependability): Dicapai melalui audit trail (dokumentasi sistematis dari semua tahapan
penelitian) dan menjaga konsistensi  dalam  proses pengumpulan dan analisis data.

e Konfirmabilitas (Confirmability): Dicapai dengan memastikan bahwa interpretasi dan temuan didasarkan
pada data dan bukan bias peneliti, melalui pengecekan silang oleh peneliti lain jika memungkinkan.
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3. Hasil dan Diskusi
Efektivitas Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah

Literatur yang dikaji secara konsisten menunjukkan bahwa efektivitas sistem administrasi pemerintahan daerah
merupakan prasyarat fundamental bagi kinerja pengelolaan APBD yang optimal. Efektivitas ini dapat dilihat dari
beberapa dimensi utama:

Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Sejumlah studi menyoroti pentingnya kapasitas kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia (SDM) yang
kompeten. Literatur menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan struktur organisasi yang jelas, pembagian
tugas yang terdefinisi baik, dan koordinasi antar unit kerja yang efektif cenderung memiliki  kinerja
pengelolaan APBD yang lebih baik (Andriani, 2021; Santoso & Wijaya, 2022). Selain itu, ketersediaan SDM
yang memiliki kualifikasi, keterampilan, dan integritas dalam bidang pengelolaan keuangan (akuntansi,
pengadaan, audit) sangat krusial. Pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas pegawai menjadi
investasi penting yang berbanding lurus dengan peningkatan efisiensi dan kepatuhan dalam pengelolaan
anggaran (Putra & Dewi, 2020).

Sistem Pengendalian Internal dan Audit

Efektivitas sistem administrasi juga sangat bergantung pada keberadaan sistem pengendalian internal yang kuat
dan fungsi audit yang independen. Berbagai literatur menegaskan bahwa pengawasan internal yang efektif,
didukung oleh unit audit internal (seperti Inspektorat), berperan vital dalam mencegah penyimpangan,
meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam
pengelolaan APBD (Rahmawati & Sari, 2023; Suwarno, 2021). Temuan menunjukkan bahwa pemerintah daerah
dengan sistem pengendalian internal yang robust dan rekomendasi audit yang ditindaklanjuti secara serius
cenderung mencapai Kinerja anggaran yang lebih transparan dan efisien.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Di era digital, pemanfaatan teknologi informasi menjadi indikator kunci efektivitas administrasi pemerintahan
daerah. Adopsi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), e-budgeting, dan e- procurement secara
signifikan meningkatkan efisiensi proses administratif, mengurangi potensi human error, dan meminimalkan
celah korupsi (Dewi & Lestari, 2022; Utami & Handayani, 2021). Integrasi sistem ini mempermudah pelacakan
anggaran, mempercepat pelaporan, dan menyediakan data yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan, yang
pada akhirnya berkontribusi pada kinerja APBD yang lebih baik.

Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kinerja pengelolaan APBD merupakan cerminan dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola
keuangan publik secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan.

Aspek Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Literatur menunjukkan bahwa efisiensi anggaran berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang minim untuk
mencapai output atau hasil yang maksimal, sementara efektivitas anggaran mengukur sejauh mana program
dan kegiatan yang didanai APBD mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan (Firdaus & Kusnandar,
2021; Permana & Hidayat, 2020). Pemerintah daerah yang efektif dalam administrasinya cenderung
menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang optimal, serta alokasi anggaran yang tepat sasaran dan
berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan layanan publik.

Transparansi  dan Akuntabilitas Keuangan Publik

Aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan publik merupakan indikator penting dalam menilai kinerja
pengelolaan APBD. Studi-studi menunjukkan bahwa ketersediaan informasi anggaran yang mudah diakses oleh
publik, pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akurat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan
anggaran, merupakan ciri dari pengelolaan APBD yang akuntabel (Sukmana & Mulyana, 2021; Wibowo &
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Nurjanah, 2023). Pemerintah daerah yang transparan dalam pengelolaan keuangannya cenderung mendapatkan
kepercayaan publik yang lebih tinggi dan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang.

Keterkaitan Antara Efektivitas Administrasi dan Kinerja APBD

Berdasarkan sintesis literatur, terdapat keterkaitan positif dan signifikan antara efektivitas sistem administrasi
pemerintahan daerah dengan Kkinerja pengelolaan APBD. Sistem administrasi yang efektif, yang didukung oleh
kapasitas kelembagaan, SDM kompeten, pengendalian internal yang kuat, dan pemanfaatan teknologi, secara
langsung berkontribusi pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam
pengelolaan anggaran (Junaidi & Ramadhan, 2020; Lestari & Hadi, 2022).

a. Administrasi yang Efisien: Memungkinkan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan lebih
cepat, tepat waktu, dan sesuai prosedur.

b. Akuntabilitas yang Tinggi: Adanya sistem pengendalian internal dan audit yang efektif menekan potensi
fraud dan meningkatkan kepatuhan, sehingga APBD digunakan sesuai peruntukannya.

c. Transparansi Melalui Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi mempermudah akses publik terhadap
informasi anggaran, mendorong pengawasan eksternal, dan pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas
pengelolaan dana.

d. SDM Berkualitas: Pegawai yang kompeten mampu mengidentifikasi prioritas anggaran, mengelola proyek
secara efektif, dan membuat laporan keuangan yang akurat.

Singkatnya, investasi dalam peningkatan efektivitas sistem administrasi pemerintahan daerah akan berbuah pada
kinerja pengelolaan APBD yang lebih baik, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan
pembangunan daerah dan peningkatan kualitas layanan publik. Tantangan yang masih dihadapi adalah
konsistensi dalam implementasi sistem yang sudah ada, adaptasi terhadap perubahan regulasi, serta peningkatan
kapasitas berkelanjutan untuk menghadapi dinamika pengelolaan keuangan publik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis dari berbagai literatur yang telah dikaji, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas
sistem administrasi pemerintahan daerah memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Temuan kunci mengindikasikan bahwa kinerja APBD yang
optimal ditandai dengan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas — sangat bergantung pada beberapa
pilar administrasi pemerintahan yang kokoh. Pertama, kapasitas kelembagaan yang kuat dan sumber daya
manusia (SDM) yang kompeten merupakan fondasi utama. Pemerintah daerah dengan struktur organisasi yang
jelas dan pegawai yang terampil serta berintegritas menunjukkan performa pengelolaan APBD yang lebih baik.
Kedua, sistem pengendalian internal yang robust dan fungsi audit yang independen berperan krusial dalam
mencegah penyimpangan, memastikan kepatuhan regulasi, dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan
anggaran. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem e-budgeting dan e- procurement, terbukti
meningkatkan efisiensi proses administratif, transparansi, dan meminimalkan celah korupsi. Secara keseluruhan,
dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBD yang akuntabel dan berkinerja tinggi adalah hasil dari kombinasi
elemen-elemen administratif yang saling mendukung. Investasi dalam penguatan aspek-aspek ini akan
berdampak langsung pada optimalisasi penggunaan sumber daya publik untuk pembangunan daerah dan
peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
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